
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tahapan persiapan pengadaan tanah 
bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang 
dilaksanakan olch W alikota, telah ditetapkan Peraturan 
Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2013 tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi 
Pernbangunan Untuk Kepentingan Umum; 

b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan 
dan dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah bagi 
pembanguna.n untuk kepentingan umum berjalan lebih 
efektif dan efisien, rnaka Peraturan Walikota Semarang 
Nomor 4g Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Persiapan Pcrrgadaa n Tarrah Bagi Pcmbangurian Untuk 
Kcpentingan Urnurn pnrhr ditinjau kernbali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud 
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Perubahan Peraturan Walikota Semarang 
Nomor 49 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Persiapan Pengada.an Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum. 

Mengingat 1. UndangUndang Nornor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Timur, Jawa Tcngah, Jawa Barat dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Poko-Pokok Agraria (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960; 'I'ambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2043); 
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3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Pencabutan 
Hak-Ilak Atas Tarrah dan Benda-benda Yang Ad» di Atasnya 
(J..embaran Nega ra Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 
288, Tambahan Lernbaran Negara Rebublik Indonesia. Nomor 
2321); 

4. Undang-Undang Nnmor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemcrtntahan Daerah (Lembaran Nc..~garo Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Lernbaran Negara Repuhlik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana Lelah beberapa kali 
diubah terakhir dcngan Undang-Undung Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Keduu Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pcmcrintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 591 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4844); 

fi_ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang [Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pcmbangunan Untuk Kepentingan Urrium 
(Lembaran Negura Republik Indonesia Tuhun 2012 Nornor 221 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5280); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 ten tang 
Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 Nornor 14, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 362); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara 
Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi 
Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan 
Benda-benda Yang Ada. di Atasnya (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Notnor 3014); 

9. Pcraturan Pemerintah Nomor ln Tuhun 1976 tentang 
Pcrluasan Kotamadya Daerah 'I'ingkat II Semarang ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 251 Tambahan 
Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nornor 3079); 

10. Peraturan Pernerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Pem bcntukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten 
Dnernh 'rin~kal II Pu1·bali.nggt\, C1l~r~p, WnnnP,iri, .Iepnra dan 
Kenda 1 serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotarnudya 
Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah 
Tingkat I .Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 89); 

11. Peraturan Pernerintah Nornor 40 Tahun 1 g95 tentang Hak 
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas 
Tanah [lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 



12. Pcraturan Pemerintah Nnmor 24 Tahun 1997 tentang 
Pcndaltaran Tanah (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia. 
Tahun 2007 Nornor 59, Tarubah~n Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3696); 

13. Perut urun Pemerintah Nornnr l n Tahun 2004 t~ni.;_-n1K 
Penatagunaan THrH-~ h (t.ernbaran Negara Repubiik Indonesia 
Tahuu 2001 Nornor 45, Tambahan Lernbaran Nr.g:irM 
Republik Indonesia Nomor 4385); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pcmerintah, 
Pemerin tahan Daer» h Provinsi dari Pemerintahan Daerah 
Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara. Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nornor 82, Tumbahan Lembaran Negara 
Repulilik Indonesia Nornor 4738); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 
Lingkungan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 48, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5285); 

16. Pernt.uran Presiden No111or 71 Tahun 2012 tcntang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pcrnbangunan 
Untuk Kepenlingan Umum (Lcrnbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 156); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 
tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung 
Penyelenggarunn Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepcntingan Urnurn Ya11g Bersumbcr Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara; 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 
tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung 
Penyelenggaraan Pengadaan Tarrah Bagi Pernbangunan 
Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatnn den Belanja Negara; 

19. Pcraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 ten tang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Pengadaan tanah; 

20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 
Tentang Rencana Tata Ruang Wilaynh Kata Semarang Tahun 
2011. - 2031 [Lernburun Dacrah Kola Semarang Tuh1m 2011 
Nomor 14, Tfl.mh~h~n Lernbaran Daerah Nornor fil); 

21. Perat.uran Gubenur Jawa Tengah Nornor 18 Tahun 2013 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umurn (Berita 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 nomor 18). 
sebagairnana telah diubah dcngan Peraturan Gubernur Jawa 
Tengah Nornor 60 Tahun 2013 tcntang perubahan Peraturan 
Gubenur Jawa Tcngah Nomor 1 H Tahun 2013 tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pcngadaan Tanah 
Bagi Pcmbangunan Untuk Kepentingan Umum (Serita 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 60); 



Pasal 5 
(1) Walikota membentuk Tim Persiapan yanR ditctapkan dengan 

Kcputusan Walikora. 
(2) Tim Persiapan Pcngadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) beranggotakan: 
a. Sekretaris Daerah Kota Semarang scbagai Ketua merangkap 

anggola; 
b. Asiaten Adrniniatraai Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota 

Semarang sebagai Sekretaria merangkap anggota; 
c. Kcpala Kantor Pertannhun Kut.u Sernuranj; sebagai anggota; 
d. Kepala Badan Perencanaan Pcmbangunen Daerah Kota Semarung 

sebagai anggota; 
e. Kepala Badan Lingkungan Hirlup Kora 8ernarang sebagai anggota; 
f. Kepala Dinas Tata Kota clan Perumahan Kota Semarang sclaku 

anggota; 
g. Kepala DinHs Pertaninn Kata Semarang selaku anggota; 
h, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semara.11.g sebagai flrlm~otf-1; 
i, Kepala Bagian Tutu Pcmt:.ri1:il.:-1han R~kn~huiat Daerah Kota 

Semarang sebagai anggota, 
j. Inatansi yang memerlukan tanah scbagai anggota; 
k. Camat setempat sebagai anggota: dan 
I. Lurah setempat sebagai anggota. 

(~) Tim Pereiapan Pengadaan Tarrah sebagaimana dimaksud puda ayat 
(2) mempunyai tugas: 
a. melakukan pemberitahuan rencana pernbangunan; 
b. melakukan pendataan awal lokasi rcncana pembangunan; 
c. melaksanak:an konsultasi publik rencana pcmbangunan; 
d. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan; 
e. mengumurnkan penetapan lokasi pembangunan; 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 
2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pcrsiapan Pengadaan Tanah Bagi 
Pernbangunan Untuk Kepentingan Umum (Serita daerah Kota Semarang 
Tafu m ?.f>l~ Nm.nor 49) diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 5 ayal (2) diubah, schingga Pasal 5 berbunyi sebagai 

berikut: 

22. Peraruran Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2013 Ten tang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan PengHrlHHFI Ta na h 
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita 
Daerah Kota t~emarang Tahun 2013 Nomor 49). 

MEMUTUSKAN: 

PERUBAHAN PERA'fURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 49 
TAHUN 2013 TENTANG PETUN._JUK TEKNIS PELAKSANAAN 
PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMDANGUNAN 
UNTUK IIBPENTINOAN lTMlTM. 

Menctapkan 



(4) Tim Kajian Keberatan bertugas: 
a. melaksanakan lnventarisasi masalah yang rnenjadi alasan 

keberatan, 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikaji oleh Tim. Kajian 
Keberatan yang dibentuk dengan Keputusan Walikota. 

(3) Tim Kajian Kebera tan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} 
ditetapkan oleh Walikolu yang beranggota kan: 
a. Sekretaris Daeruh Kota Semarang sebagal ketua merangka p 

anggota; 
b. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang sebagai Sekretaris 

merangkap anggota; 
c. Asisten Administrasi Pemerirrta han Sekretaris Daerah Kota 

Semarang sebagai a.nggnb=i; 
d. Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah Kata Semarang 

sebagai anggota; 
e. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai anggota ; 
f. Kepala Bagian Hukum Sckretari~H Daerah Kota Semarang sebagai 

anggota; 
g. Kepala Bagian Tata Pemerirrtahan Sekretariat Daerah Kota 

Semarang sebagai anggota; 
h, Akademisi sebagal ariggota. 

Pasal~l 

(1) Apabila dalam konsultasi publik ulang masih tcrdapat pihak yang 
keberatan atas lokesi rencana pembangunan, instansi yang 
mcmcrluknn l.:i nah melaporkan kepnda Walikota melalui Ti m 
Persiapan Pcngadaan. 

3. Ketentuan Pasal 31 ayat (3) drubah, sehingga Pa.sal 31 berbunyi sebugai 
berikut: 

Pasal 6 
l) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim P~n-;iapa.11 sebagalmana 

dimaksud dalam Pasal 5 di benruk 8ckrctario.t Persiapan Pengadaan 
Tanah dengan Kcputusan Walikota. 

2) Sckretariat Peraiapan Pengadaan Tanah scbagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berkedudukan di Sekretariat Daerah Kota Semarang. 

2. Ketentusn Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasat 6 berbunyi sebagai 
berikut: 

f. melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh 
WalikofH. 



4. Ketentuan Pnsn] ~2 ditambah huruf f dan huY-ur &~ sehingga Pasal 32 
berbrrny] ~t:bagai bcrikut: 

b. melakukan pertemuan atau klasifikasl dengan pihak yang 
keberatan, 

c. melakukan kajian dan membuat rckomendasi diterima atau 
ditolaknya keberatan. 

(5) untuk kelancaran pclaksanaan tugas Tim Kajian Kdn:ri-JtFJn 
sebuguimunn dimrtk~nrt padaayat (4) Ketua Thu Kajlan k'eb.-:rAtm, 
dapnt membentuk Sekretariat Tim Kajian Keberatan. 

(6) Sekretariat Tim Kajian Keberatan sebagaimana dirnakaud pada ayat 
(5) berkedudukan di Kan tor Pertanahan Kota Semara ng. 

Pasal 32 
Tata cara penetapan Iokasi sebagairnana uimaksud da lam Pasal 3 huruf 
b se bagai berikut: 
a. Instansi yang mernerlukan tanah mengajukan pennohonan penetapan 

lokasi kepada Walikota, dilengkapi dcngan Dokurnen Perencanaan 
Pcngadaan Tanah; 

b. Tim Pcrsiapan melakukan: 

1. pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada 
lokasi; 

2. pendataan awal lokaai rencana pembangunan; 
3. korrstrlluxi ptJb1ik rcncana pcmbangunan; 
4. kuusultasi publik ulang dalam hal tcrdapat kcbcruum; 
5. melaporkan kepada WalikolH. perlunya dilakukan kajian terhadap 

keberatan atas lokasi rericana pernbangunan; 

c. Tim kajian keberatan melakukan kajian keberatan atas lokasi 
rencana pernbangunan, yang haail kajiannya dituangkan dalarn 
bentuk r~kcm,~ndasi untuk diterima atau ditolaknya kebcratan; 

d. Dalarn hal Walikota berdasarkan .rr:'.k,·une:nrlA~i Tim Kajian Keberatan 
memutuakan menerima kebcratan maka inatansi yang memerlukan 
tanah membatalkan rencana pernbangunan atau memindahkan 
lokasi pembangunan ke tcmpat lain; 

e. Walikota menetapkan lokasi pembangunan berdasarkan kesepakatan 
atas lokasi rencana pembangurian dalam konsultasi ptiblik oleh Tim 
Persiapan atau be:rdas;.irk,m rckomcndael ditolaknya kebernlnn ulch 
Tln-. Kajio-11 Keberatan: 

f. Penetapan Lokasi Pernbangunan sebagaimana dirnaksud huruf e 
berlaku untuk jangka wakru 2 [dua] tahun clan dapat diperpanjang 1 
(satu) kali unluk paling lama 1 (satu) tahun; 

g. Dalam hal proses pengadaan tanah masih terdapat sisa tanah yang 
belum seiesai sampai jangka wakt.u scbagalmana dirnaksud huruf f 
pcngadaannya di~ele~Bikun bcrdasarkan ketentuan pc1·un.dangru1 
yang berlaku, 



BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR ,- _ 

ADI TRIHANANTO 

Diundangkan di Semarang . 
pada tanggal 7 r\>~vo1.i'(\ 2014 
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, 

HENDRAR PRIHADI 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal q re~,~\), {A/(1 ?() '1 

Peraturan Walikota Semarang ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setinp orang mengerahuinya, memeriruahkan pengundangan Pcraturun 
Walikota ini dengan penernpatannya dalarn Berita Dacrah Kota Semarang. 

Pasal II 

Pasal 33 
( 1) Biaya opuraaional dun hiaya pendukung ta'hnpnn pcrsiapan 

pcngadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan urituk 
kepentingan umum bersumber dari Anggaran Instans] yang 
memerlukan tanah. 

(2) Sta.ndar harga satuan untuk Penganggaran biaya operasional dan 
biaya pendukung scbagairnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
oleh Walikota dengan memperhatikan penganggaran dan satuan 
blaya yang dilelupknn oleh Mcntcri Dalam N~geri dan/ atau Mcntcri 
Keuangan Republik Indonesia. 

5. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut: 

" . i 


